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Abhstract

The legislation process s pod only influenced by the puridical focior. Non-
furighical factors also influence the legislorive process, Even son-jaridical
Facrars Influence sometipes o grearer than fivldical foctars, Whereas any
fegrivdoiion arect meet the critevia of good legisfation baesed on legisprivdence
theory, The quality of legislation m DPRD Kata Sirabaya s alse infhenced
by oiher factors bevord the fext af the legislarion, Therefone, ©f & the
fegislanive process in DPRD Kotie Surabava inreresiing io analyze becanse
of comree pon-furidice] frcrors remaln infivential in the leglsianive process.
These foctors, however, can be occommodated in such o way o sl e
demands of fudicial agpect, The analysis in this study is conducted by o
socia- legal approach, Sazed on the rescarch by secio-legad approach, the
legislanion process n DPFRD Ko Sweabaya (2000-2004) ix infivemced By
mor-juridical focters, Nownsfueidicad feerors are influenced by the interesis
of the siruggle for igfuence in the community baze, Or the side of the
fegislador, theve i an interess io tuclla g hase of canstifuents o ap o godng
Tasie. Cn the execuiive side, there (s the mead te bild g peblic ivuss (e the
grovervumend. The infergers of each ather i the dwramics of the discussion of
draft fegistations relafing fo the bedget.

Key wards: pon=furidica), .I'q.-gi.q-:nn:!cnr:, J'eg'h.l'pn'm'r

Absirak

Proses legislas tidak hamya dipengambi oleh fakior yunidis. Fakior-faktor
no-yuridis jups mempengarahi proses legislatif. Bahkan fakior mon-
yuridis kadamg mempengarishi febib bessr dan fakior yurdis, Sedanghan
produk legislasi spapun hares memenuhi kriteria legiskess yang haik
berdasarkan teori legispmdensi. Kuolitas begislasi di DPFRD Kota Surabaya
Juga dipengaruhi oleh fakdor-fakior lain di luar seks undang-ucdang.
Oileh karena it proses legislasi di DPRD Kota Surabays menarik mntuk
dinnalisis karena tentu fakbor noneyurdis tetap berpengarab dalam proses
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jegistasi. Mamun fakyor-faktor i dopat dinkomadasi sedemikian mupa
apar sessal dengan mntutan agpek wuridis. Analisis - dalam penehitian
i dilakukan dengan pendekalam sosio egal .I:'I-crl:lnnrk.ulu |:h._*|.'|:|||:|.au|.
dengan pendekatan sosio-legal, proses legiakasi di TJP'F_I:L_} Eota ‘_-ur.'!hr_.-n
(20020145 dapengumihi okl [k finkbos  mom-yuridis, Fnt.mﬂah:-:_q
non-yuridis diperngaruhi ofeh kepentingan perehutin pcngn;nh e !uusm
Lonsifmen. Di sis legistator, ads tinat ik membangun basis konstiteen
secars berkslsyiunn. 14 sisi eksskutif, adn kebunshan untuk nnmmmn
kcpercaynmn mmasvarakat terhadap pemeriniah, Kepentingan salu samo lnin
saling terkait atao terakomodasi dalam dimamika permbahasin rancangan
peraturan yang berkaitan dengan anggarn,

Kats kunei ¢ pon-yuridis, lepisprudensd lepisisi

Pendahuluan

Legislasi merupakan bagian dan hukum tala negara yang
kompleks sifatnya. Lepislasi bukan hanya hersentuhan dengan
aspek yundis tetapi juga aspek-aspek non-yuridis, misalnya politik,
eheonomi, dan lain-lain. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan karena
legislasi adalah sebuah agregat dan berbagai kepentingan.' Benturan
kepentingan dalam proses legislasi memunculkan pandangan lentang
buruknyva kualitas legislasi akibat dominannya pengaruh non-yuridis
daripada pengaruh yuridis {dogmatika, teori, dan filsatat hukum},
Buruknya kualitas legislasi tersebut pada tataran undang-undang
dapat dilthat pada jumlah undang-undang yang dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi. Pada tataran yang lebih rendah, buruknya
kualitas lepislasi dapat dilihat pada banyaknya peraluran dacrah
{ Perda) bermasalah.

Berdasarkan penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia, pada perinde 2004 — 2009 terjadi tren kenaikan jumlah
Perda vang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Megen. Lonjakan
pembatalan Perda terjadi pada awal pemerintahan Susilo Bambing
yudhoyono dan Boediono (periode 2009 - 2014) karena target |00
hari pemerintahan, Pada awal periode tersebul qumlah Perda vang
dibatalkan mencapai 405 Perda, Jumlah terschul bl wapiman

kera Feementeran Dalon Negen dalam pembatalan Peada ki
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tahun 2004 - 200¥." Lonjakan kenaikan pembatalan Peraturan Daerah
hermasalah paling hesar terjadi antara tahun 2008 dan 2009,

Dalam konteks itulah legisprudensi, sebagai cabang teon hukum
yang terkait legislasi, berperan penting dalam proses legislasi. Prakiik
legislasi menunjukkan bahwa menjauhkan undang-undang dari aspek
politis merupakan ketidakmungkinan. Oleh karena itu legisprudensi
sebapai teori di bidang legislasi menempatkan undang-undang
di antara dua kutub tersebut, yvaitu kutub politis dan teoretis, dan
berusahn menyeimbangkannya.®

Untuk mengukur kualitas Perda dan perspektif legisprodensi
bukan hanyva dapat dianalisis melals mengueji aspek  materiil
isubstansi Perda) dengan menpun aspek formil pembentukan Perda.
Perspektif legisprudensi - jika dipunakan untuk menpanahsis aspek
formil pembentukan Perda - menempatkan tiga kategon dalam
melibal koalitas Perda, Pertamia, pooses untuk membahias dan
mengundangkon sualy peraturan  {(legisfative  procedure). Kedua,
perencanaan Perda yang dapat dilihat sebagai rangkaian dan sebuah
project management (the management of legislarion), Ketipa, proses
politik yang menvertai pembahasan dan pengundangan Perda (fhe
sociodogy of lepislation)* Melalui tiga kategor itulah kualitas Perda
dapat diukur dalam aspek formil pembentukannya.

Dalam konteks vang lebih spesifik,. legislas: i DPRD Kota
Summbayva menunjukkan contoh kualitas legislasi yang mampu
terhindar dan fenomena Perda bermasalah. Pencapaian i tentunya
tidak mungkin hanya ditunjang oleh peraturan perundang-undangan
yang sccara normatif mengatur prosedur pembeniukan Perda. Kualilas
legistasi di PRI Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain di Iuar teks peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,
proses legislasi di DPRD Kola Surabavia menank untuk dianalisis

kirena tentunva faktor-faktor non-yuridis tetap berpenparuh dalam
proses lepislase Akan tetaps, nktor-faktor tersebut dapat diakomodir
sk rope aer seswm dengan tuntatan aspek voandis: Faktor-

Tkt devsebul dapat saling mempenpambe dalam mplementis
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prisedur pembentukan Perda. manajemen legislas:, maupun dinamika

proses-proses politik di dalamnya,

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini akan

menjawah beberapa rumusan masalah benikit mi:

1. Apakah prosedur pembentukan Perda Kot Surabava
telah memenuhi  kuahtas legislasi  berdasarkan  perspektil
legisprodensi?

2. Faktor-faktor non-vuridis apakah vang mempengarubi proscs
pembentukan Perda Kota Surabaya selama periode 200% - 20147

3. Bagaimanakah pengaturan prosedur pembentukan Perda untuk
menyeimbangkan pengarub faktor voridis dan non=yuridis?

B. Hasil dan Pembahasan

Sebelum memaparkan hasil dan pembahasan dan penclitian
vang tefah dilakukan, akan dipaparkan terlebih dahuls beberapa
konsep kunci dalam  penelitian i, Konsep-konsep kunci vang
dibahas dalam pepelitian ini antira lain asas-asas dalam legislasi,
teort legisprudensi, dan prosedur pembentukan Perda. Tiga konsep
kunci tersebut sckaligns menunjukkan kerungka pemikirun secara
nommatif dalam proses legislasi dalam tataran filosofis, teoretis, dan
dogmatis yang kemudian mendapat pengarmuh dari faktor-fakior non-
yuridis dalam tataran impementasi dogmatika hukum.

B.1. Negara Hukum

Istilah negara hukum serngkali dipertukarkan denpan istilah
rife of fow almopun rechisstaat. Pemakaian Kedua istilah tersebut
seringkali akhirnya membiaskan dus konsep vang berasal dan latar
belakang berbeda. Rule of faw berangkat dan tradis: common daw atan
Anglo Saxon sedangkan rechissfaat merupakan konsep dan tradisi
civll Jen plau Eropa Kontinentel, Latar beliakamge dan diar sistem
Biihomni wang melatarbelakanemyn et sapn akon e ilkan

presbseiba, M bl perkeadbamprmny i perbodiiin oo bt tialak

Fakior Moa-Yuridis dalsm Pembeniskan Pornturan Dherah Ko Sueabayn [0

dipermasalahkan lagi karena kedua konsep tersebut mengarah pada
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

Menurut Tamanaha, rufe of law mengalami pergeseran dan
format yang formalistik menuju vang substansial, Pergescran lerschul
mentnjukkan bahwa rule of law bukan sekedar menjadikan hukum
sebagal instrumen pemerintah dalam bertindak sehagai penandanya.
ataupun perlindungan terhadap hak individual sebagai indikatormva.
Rule of fenw yang substansial berorientasi negara kesejahteraan sas-'r.ul
dengan  kesetaraan  substantif, kescjahteraan, dan  pemelibrsan
masyarakat sehagai indikatornya {lihat Tabel 1),

Tabel 1. dlternaeive Rule of Law Formulations

Thinner--——.. =i s S T e
FORMAL !, Rufe-by-Law £ Fovmal i Demacracy +
VERSICINS fegality Legaliy
. =L s -gernre, ~COnNent
drstrnemced af JEE PR, delermines
SRVETTIERT Cles dertiin centent of faw
FEIR AT
.':IIL[E.?TA NTIVE 4. fedlividun! 5 Rights aof 4. Seciol Welfare
FERSIONS Righis Digeedty amidfor
Suwtice
PPy, -stfstaniive
COMIECT, Privee), equalin: welimre,
crtfeanbisenty! preservation of
CORHTITY

B.2. Asas-asas Legislasi

Sebelum membuahes asas legislasi, perlu diketahui sebelumnya
apa yang dimaksud denpan asas. Asas herbeds dengan  norma,
Asas memiliki wilayvah penerapan yang lebih luas daripada norma.
Balam suatu sistem hukum, asas hukum merupakan kaidah penilaian
Purnbimental. Asas hukom memberikan swite nilai. Nila tersebut
Kenndim menpadi bentuk yanp lebih khosus dslam sehuah morma

Ptabunins samge e vnbeerikem poedonin v el oo perbuatan, Sebaga
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sebuah nilai. menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum menjadi
pikiran dasar yang umum sifainya atau merupakan latar belakang dan
peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistemn
hukum.*

Asgas hukum berisi nilai sehingga asas hanya memberikan
pedoman secara tidak langsung. Oleh karena itu asas ikum tidak
selalu dipositifkan dalam peraturan perundang-undangan schingga
sulit untuk mengkonstatasi kapan asas hukum telah kehilangan
keberlakuannya. Selain i, asas hukum tidak memilik sifatl "semsa
atay tidak® (clles of miets karakter), Artinya, dalam kejadian yang
sama dapat diterapkan berbagai asas hukum dan semua asas tersebul
memiliki peranan pada interpretasi peraturan perundang-undangan
yang akan diterapkan,’

Selain digunakan dalam hal interpretasi peraturan perundang-
undangan, asas juga digunakan dalam membentuk  peraturan
perundang-undangan. Munculnya asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan merupakan resultan dar sebuah sejarah vang
panjang dalam perkembangan  bukum. Dulunye  pembentukan
peraturan  perundang-undangan  dianggap sebuah  seni.  Namun
dalam  perkembangannya pembentukan peraturan  perundang-
undangan dianggap tidak membutubkan bakat manusia tetapi eknik
vang dapat dipelajari. Walaupun merupakan sebuah teknik, tletapi
pembentukannya tetaplah membutuhkan nilai-nilai sebagai pedoman
bagi perancangnya. |

Asas-asas dalam legislasi memiliki dua dimenst, yaitu dimensi

pembentukan dan dimensi materi muatan, Asas-asas dalam legislasi
iclah dikemukakan oleh beberapa ahli dan diatur dalam undang.
undang. Asas-asas legislasi yang diatur dalam undang-undang
mengalami beberapa perkembangan sejak Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundaniz-undangin
(UL Mo 10 Tahun 2004) yang kemudian diganth dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (UL Mo, 12 Tabun 20

B.3.

Fukicr Mon-Yuridis dalam Pembeniuksn Peraiuron Doerah Keds Surabayn 1]

Selain asas-asas yang distur dalam peraturan perundang-
undangan, terdapat pula asas-asas vang dikemukakan oleh para ahli.
Menurul Van der Viies, asas-asas formal dalam legislasi terdin atas asas
tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan,
asas konscnsus, asas terminologi dan sistematika vang benar, asas
dapal dikenali, asas perlakuan vang sama dalam hukum, asas kepastian
hukum, asas pelaksanaan hukum sesnai dengan keadaan individual.*
Salah satu asas vang dikemukakan Van der Viies dan terkait dengan
penelitian ini adalah asas konsensus. Asas konsensus mensyaratkan
‘kesepakatan rakyvat’. Tentunya kesepakatan imi bersifat hipotetis
karena tidak mensvaratkan rakyat secara kescluruhan, Rakyat dalam
konteks ini adalah pemangku kepentingan. Terkait dengan penelitian
ini, pemangku Kepentingan itulah vang Kemudian dapat memberikan
pengaruh terhadap proses legislasi.

Teori Legisprudensi

Menurut Peter Moll, teon hukum selama 1 terlalo terfokus
ajudikasi, sedangkan legislasi tidak menjadi perhatian. Nmu hukom
{legal science) telah secara terbatas menjadi ilmu penerapan hukum
yang lebih banyak memfokuskan penerapan hukum oleh hakim.
Padahal, menurut Noll kreasi para hakim dan legislator atan proses
ajudikasi dan proses legislasi merupakan hal yang setara. Oleh karena
itu diperlukan sebuah teori vang terfokus pada kajian legislasi dan
menjadi landasan teoretis dalam pembentukan undang-undang.”

Memurut Luc . Wintgens, legisprudensi adalah nama dan cabang
teori hukum vang berhubungan dengan legislasi dan perspektif teoretis
dan praktis, Legisprudensi terutama menitikberatkan pada aspek
teoretis dalam legislasi vang seringkali diabaikan.' Dengan demikian
legisprudensi menjadi sebuah antitesis dan pandangan hukum
semata-mata schagail produk politik di legislatf. Melalui pendekatan
legispruidens,  peraturan perundang-undanegan  ditempatkan  pula
sehagm hival kajum akademik vang dapat dipenanggungjawabkan
SO T s
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Analisis terhadap legslasi dari perspekiif teoretis dan prakiis
dapat dilakukan dengan indikator-indikator vang terukur, Indikator
tersehut untuk menunjukkan kualitas legislasi yang senyatanya.
Indikator tersebut antara [ain:"

1. Metodologi legistasi (fegislarive methodafogy), vaitu berkaitan
dengan substansi legislasi, metodologi yang dapat digunakan
untuk mengelaborasi substansi normatit,

Teknik legislasi (legislative fechnigue), berkattan dengan
mengukur kualias legistasi dan aspek formalnya — misalnya

[

struktur dalam sebstansi undang-undang.

1 Perancangan legislasi (fegisfative drafiing), berkaitan dengan
mengukur kualitas legislasi dan perumusan normi dalam
undang-undang.

4 Komunikasi legislasi (fegislative communication), berkaitan
dengan mengukur kualitas legislasi dan bagaimani  cari
mengkomunikasikan substanst normatif suatu peratiran,

s Prosedur legislasi (Jegislativd procedure), berkaitan dengan
mengukur kualitas legislasi dengan melibat proscs pembahasan,
pengundangan, dan implementast suatu peratieran.

6. Manajemen legislasi (the maragcment af legisfarion), berkaitan
dengan mengukur kualitas legislasi dengan melihatnya sebagai
bagian dan snatn perencanaan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks Indonesia, kategori ini melihat kualnas suatu
undang-undang dengan mengukumya dan Program Lemslasi
Nasional (Prolegnas) yang telah ditcrapkan,

7. Aspek sosiologis dalam legislasi (the sociology af legislation),
yaitu mengukur kualitas legislasi dengan melihat proses pohtik
dalam pembahasan, pengundangan, proscs implementasi, dan
juga cfck dan legislasi dan perspekuif sosiwlogis.

8. Teorl legislasi(the theary of legislation). yaiu mmemaukar kiilits
fegistasi dengan melihat Fungs: lepistost sebigin mstnamen

priamilian sppaiand ko] dom e

B.4,

Fakior Mon-Yurids dalam Pembeniuksn Peraturan Docrah Kot Sarabaga | |:'|-

Selain delapan acoan yang dikemukakan oleh Mader, kualitas
legislasi juga dapat diukur dan sisi rasionalitas ancangan undang-
undang lersebul. Menurut Atienzz, sebagmimana dikutip  Flores,
terdapat lima aspek rasionalitas yang perlu ternintegrasi di setiap
undang-undang, 5 aspek tersebut antara lain: "

. Rasionalitas bahasa (limguistic rationaling), bahwa setiap undang-
undang harus jelas dan memiliki presisi untuk menghindari
masaliah ambiguitas dan ketidakjelasan.

2. Rasiomalitas lezal formal (lepad-formal ratiomaling, bahwa
undong-undang bukan hanya harus valid (berlakun umum,
abstrak, impersonal, dan permanen) tetapi juga koheren, tidak
berlebih-lebihan, tidak saling bertentangan, tidak berlaku surut,
dan divmumkan untuk menghindan problem antinami, berlebih-
lebihan dan kesenjangan dalam rangka menciptakan sistem
perundang-undangan vang sempurna,

1. Rasionalitas teleologis {(fefealpeical rarfonaling, bahwa undang-
undang bermanfaat dalam mencapai tuuan akhir. Artinya, vang
mngin dihasilkan melshn undang-undang bukanlah hal wvang
tidak mungkin atau simbolis belaka,

4. Rasionalitas pragmatis (pragmaric rationaline), bahwa undang-
undang bukan hanya bermanfaat tetapi juga efeknf secara
sosial dan efisien secara ekonomi dalam setiap peristiwa hulkum
konkrit

5. Rasionalitas ehs (ethical rationaliny], bahwa substansi undang-
undang harus adil dan benar,

Gambaran Umum DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014

DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014 sebagai hasil dari
Pemilihan Umum  Legislatif 2009 (Pileg 2009) menunjukkan
kombipurast yang berngam. Angeotn DPRD Kota Surabaya Periode

2000201 sepumlbnh hima puluh orang anggota terbagn menjadi tujuh
ks, vaili
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Fraksi Demokrat

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Fraksi Partai Golongan Karya

Fraksi Partad Kebangkitan Bangsa

Fraksi Partai Keadilan Sejahlera

Fraksi Partai Damai Se¢jehtera

Fraksi Apkindo (terdiri dari Partai Amanat Nasional, Partai
Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, dan
Partai Kebangkitan Nasional Ulama)

R A

Tujuh  fraksi tersebut dapat diklasifikasikan  berdasarkan

. ideologinya. Jika mengacu kepada klasifikasi ideologi partai peserta

Pileg 2009 menurut Andreas Ufen,” maka mayoritas ideologi pemilih

di Kota Surabaya merupakan pemilih beridenlog nasionalis sekuler,

Basis ideclogi pemilih di Kota Surabaya berdasarkan perolchan kurss
hasil Pileg 2000 sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 2,

Tahel 2. Konfigurasi Ideologi Pemilih di Kota Surabaya
Berdasarkan Perolehan Kursi pada DPRD Kota Surabaya 2009-2014

Fakior Mon-Yuridis dalam Pembeniaken Persturan Duerah Gods Samabaya. 115

Partai Bchangkitan Magional
Lllama

lzlam tredisional

v R R 411 VT T T
! il A1) _...I . il P 1 =5 .
i_“.h..__j 0 '. I s :|le J.‘-. i o
Partai Demokrit | Nasionalis sekuler
Part S 1o :
Beonpkiaitie * Basicnalis sekuler g
Peruangan
Pariai Golongan Karyi Mastonalis sckuler 5
Partas Kebangkitan Bangsa [slam tradisional moderat 5
Partui Keaditan Sejahiera Islam modemis 3
Partui Damai Sejahtera Mazicmalis Kristen 4
Pariar Amanal Mastonal [k modemis 2
Partai Gerakan Indonesia Raya | Nasionalis sekuler 3
Islam modermis dan
Partm Mersatisan Pembanguinan frschiseannl, sehagm sl |
fuisd puitin e € e T

Snmrber: Data diafale peens

Selain terbagi menjadi tojuh fraks:;, DPRED Kow Sorabava
Periode 200-2014 juga memilikt empat komnsi dengan pembagian
bidang yang berbeda. Empat komisi terscbut adzlah Komis A, Komisi
B, Komisi €, dan Komisi D dengan pemoidangan sebagas senkul:

. Komisi A vang membidangi umsan pemnovdaniean  dengan
rincian tugas pembidangan pemennialian amon. kepezowaian,
ketentraman, ketertiban dan perlindungar ma ) acakat hubungan
masyarakal, komunikasi‘pers, hulwn‘perundang-undangan,
perizinan, pertanahan. kependudukan dan catatan sinil, sosial
politik, orgamsasi kemasyarakatan, spama  bependudukan,
keschatan dan keluarga berencana, peranan wamin, anak dan
remaja, pendidikan dan kebudayaan. pemds dan cizn raga.
kevangan dan pendapatan daerah, serta retrions: dan peopajakan.

2. Komisi B yang membidangi urusan perexkonoman dengan
rincian lugas pembidangan perindustnan dan Perdlgangan,
pengembangan dunia usaha, koperas. jogistiy dan pengadaan
pangan, pertanian, perkebunan, penkanan dan  weiautan,
peternakan dan kehutanan, ketenagskenaan dan reERsMIgras)
serta kesejahteraan sosial, parwisa | Jeriupsan. woisahaan
daerah, perusahaan patungan, badar usaha 1o menaamkan
maxdal serta kas daerah,

3. EKomisi C vang membidangt wrusian pemcsngunon dengin
rinciai mpas pémbangunan pekeriagn volem. peErsrcannan
pembangunan tata ruang dan e kow, pertamanuan dan
kebersihan, perumahan dan pemulomon. persmoangan dan
energl, pos dan telekomunikasi, pernupurgen  pembanrunan
dieral dun pemokiman kembali, sumpero vn s dan inieasi,

prervmnshin pakyat dan lngkumgn hic o
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4. Komisi [ vang membidangi wusan kesejahteraan rakyat
dengan nncian wgas pembidangan ketenagakenaan pendidikan,
ilmu pengetahuan dan fcknologi, perpustakaan, budava dan
pariwisata, kepemudaan dan olahraga.

Seperti halnya wewenang DPRD di kabupaten/kota lainnva,
DPRED Kota Surabayva juga memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan, Jika melihat kinerja DPRD Kota Surabaya Periode
200M-2014 dalom melaksanakan fungsi legislasi, terdapat 83 Perda
yang telah diundangkan dengan rincian dalam Tabel 3.

Tabel 3, Jumiah Peraburan Daerah vang disahkan
aleh DPRIDD Kota Sursbaya Periode 2009-2014

Tahun Jumlah Perda
g 5
o i
201 B
2012 24
203 13
24 20
Tatal H3

Spnnbrer; dave aliolal dard g il suralape golia

B.5. Analisis Prosedur Pembentukan Perda Kota Surabaya dan

Perspektif Legisprudensi

Menelaah prosedur pembentukan Perda dalam Permendagri
Mo, | Tahun 2004, pada prinsipnyva tidak jauh berbeda dengan
prosedur pembentukan undang-undang. Prosedur pembentukan
Perda dalam Permendagri Mo, | Tahun 2004 terbags dalam lima
tahapan, vaitu perencanaan, penvusunan, pembahasan, penpesahan,
dan pengundangan.
IJ'L"I'lL"I'Ii.'.'II'I:I:lI'I

Plndanpg-Undang  diveneanakan  dilam  bentiik Prolesiis,

sedbanpkon Perdn duenconakon dibom Progoam . Degslos | ierah

Fakdor Mon-Yarklis dibirm Pernbentukan Persdiien Deerah Kook Surabaya 11 :,l

(Prolegda). Perbedaannya, Prolepda tidak disusun untuk jangka
menengah lima tahun sehagaimana Prolegnas, Prolegda ditetapkan
untuk  jangka wakin satu fahun  berdasarkan  skala prioritas
pembentukan Rancangan Perda (Pasal 34 Ayat (2) UL No. 12 Tahun
2011} Berdasarkan Pasal 35 UL No. 12 Tahun 2011, Prolegda
disusun berdasarkan:

@ perintah peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi;

b, rencana pembangunin dacrah:

¢ penyelenggaraan otonomi dagrah dan tugas pembantuan:

d.  aspirasi masvarakal daerah.

Jika mengacu pada Permendagri No. 1 Tahun 2014, penyiSun
Prolegda terbagi menjadi penyusunan di lingkungan Pemerintah
Daerah dan di lingkungan DPRD. Penyusunan Prolegda di lingkungan
Pemenntah Daerah dimulai dengan kepala daerah memerintahkun
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk MenyusLn
Prolepda. Penyusunan Prolegda tersebut dikoordinasikan oleh biro
hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota, Jika dipandang
perlu, penyusunan Prolegda juga dapal mengikutseriakan instansi
vertikal terkait (Pasal 10 dan Pasal 11 Permendagri No. | Tahun
2014). Jika Prolegda telah selesai disusun maka kepala daerah
menysmpatkan hasil penyusonan Prolegds kepada Badan Legislasi
Daerah (Balegda) melalui pimpinan DPRID,

Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD menjadi tanggung

Jawab Balegda. Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah

dan DPRD kemudian disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan
dalam rapat Paripurna DPRD [Pasal 14 Ayat (2) Permendagn No; 1
Tahun 2014]. Prolegda tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRD,

Aspek aspirasi masyarakat juga idealnya tidak dilupakan dalam
lahap perencansan. Padahal peran partisipasi masyarakat sangat
penting dalam tahap perencanaan karena masyarakal nantinya akan
mengadi pemangku kepentingan vang terkena dampak dari et
prmbenioban Perda. Perm pbrlasipast masyvirakal tersehat Gdak apat

I'-'1'i1‘\- alsind o khios desmok s misdern
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Demokrasi  modem  menekankan pentingnya partisipmsi.
masyarakal dalam setiap proses pengambilan kcputus:ilfn. Sebagal
sehual konsep vang berkembang dalam sistem politik mn:h:rnf
pani.sipasimemhmimanghagimas}-m'nkatunmkmelakuknnnugm:ss:
dalam proses perumusin kebijakan fterutama yang berdampak
langsung terhadap kehidupan masyarakat, Proscs te:rsr:_l:lut berbeda
dengan vang terjadi dalam demokrasi elil. T)E-‘t'ﬂl}kl_‘ﬂﬁ-l elit cenderung
menishikan peran masyaraka selelah proses pemilihan umum selesan

i rerpilihnya wakil rakyat,"

}'E““:':"mg:: mempli masyarakat dalam pemﬁntu@11 Perda

hukanlah kondisi yang serta meria ada. Tinggi partisipasi tersebut

harus diciptakan melala pengkondisian. P:ngkundi_sian terar:’nul

berupa dibukanya akses bagi masyarakat. Menurut W, Riawan Tj.a_nu:lru

dan Kresno Budi Sudarsono, terdapat tiga akses yang harus dibuka

bagi magyarakat uniuk meningkatkan partisipasi dalam pembentukan

Perda, yaitu:" |

a.  Akses terhadap informasi yang meliputi hak akses informas:
aktif dan hak akses informasi pasif. o

b Akses partisipasi dalam pengambilan keputusan yang :I]'lE-h]'lﬂ..'lll:
1} hak masyarakat untuk  mempengaruhi pengambilan

keputusan; .
2) partisipasi dalam penctapan kebijakan, rencand, dan
pmgmmpemhangnman;
1} partisipasi dalam pembentukan  perauran perundang-
pndangan.

e, Akses terhadap keadilan.

Petyusunin
Seperti  halnya  penyusunan Rancangan undang-undang,

PEnYUSUNAN TANCANgIn Perda juga disertai dengan naskah akademik,
kecuali roncangan Perda mengenal Anggarii Pendaparan  dan
Helanja Daerah (APBLY, pencabutan Perda, atau perubahan Perda
yang hanya terbatas mengubah beberapa materi. Rancangan Perda
ying dikecualikan tersebit cukup disertai dengan penjelasan atag
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keterangan vang memual pokok-pokok pikitan dan maten muatan
yang diatur,

Rancangan Perda dapat berasal dari lingkungan Pemerintah
Dacrah atan DPRD, Rancangan Perda dan lingkungan Pemerintah
Maerah dikoordinasikan oleh bagian hukum kabupaten/kota untuk
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Rancangan Perda dari DPRD dapat diajukan oleh anpgola
DPRD, komisi. gabungan komisi, atan Balegda. Rancangan Perda
tersebul disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD diserta;
denpan naskah skademik dan‘atau penjelazan atau  keterangan,
Ralegda kemudian melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantipan konsepsi,

Pembahasan

Rancangan Perda yang telah melewati tahap penyusunan
kemudian dibahaz oleh DPRD dan walikota uniuk mendapatkan
persetujuan bersama. Sebelumnya didahului dengan penyampaian
secara tertulis rancangan Perda oleh kepala dacerah kepada pimpinan
DPRID jika rancangan Perda tersebut berasal dar pemerintah daerah,
lika Rancangan Perda tersebut berasal dari DPRD maka tahapan
pembahasan didahului dengan penvampaian rancangan Perda secara
tertulis oleh pengusul kepada pimpinan DPRD dengan disertai naskah
akademik dan‘atau penjelasan atau keterangan. Pembahasan tersebut
terbagi menjadi dua, vait pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan
tingkat 11

Penetapan

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama olch DPRD
dan walikota kemudian disampaikan oleh pimpinan DPRID kepada
walikota untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian tersebut
dilakukan dalam jangka wakin paling lambat tiga han sejak tanggal
persetujuan bersama, Setelah menerima rancangan Perda tersebut
dan pimpinan DPRD, waliketa menyampaikan rancangan Perda
yang telah disetujui kepada Gubernur paling lambat tiga hari sejak
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menerimanya darl pimpinan DPRD. Tojuan dari penyampasan
Rancangan tersebut kepada Gubernur adalsh untuk mendapatkan
nomor register Peraturan Daerah. Gubermur setelah  menerima
Rancangan tersebut wajib memberikan nomor register paling lambat
tujuh har sejak diterina.

Seielah  mendapatkan pomor  register. Walikota  kemudian
membubuhkan tanda tangan paling lambal 30 hart sejak rancangan
Perda disetujui bersama oleh DPRD dan walikota. Rancangan Perda
vang belum mendapatkan pomor register belum dapat ditetapkan
oleh walikota sebagal Perda. Jika walikota tidak menandatangani
walaupun jangka waktu terschut telah lewat maka Rancangan Perda
tersehut sah memjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran
daerah,

Pengundangan
Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu

Perda sehinpgga mempunysi diva ikal pada masyarakat. Tahapan
penpundangan Perda adalah penempatan produk hukum daerab dalsm
lembaran daerah, tambahan lembaran doersh, atsy bernta dacrah,
lembaran daerah memuat batang tubuh peraturan daerah sedangkan
tambahan lembaran dacrah memuat penjelasan peraturan dacrah,

Berdasarkan prosedur pembentukan Perda tersebut, jikadianalisis
dalam praktiknva terdapat kelemahan pada tahap penyvusunan.
Eelemahan pada tabap penvusunan secars empiris adalah minimnya
naskah akademuk vang disusun denpgan cermat, Bahkan seringkali
naskah akademik disusun tanpa memperhatikan sistematika naskah
akadermik sebapaimana diatur dalam UL No. 12 Tahun 2011 dan
Permendagn Mo. 1 Tahun 2014,

RP, salah satu anggota DPRI} Kots Surabaya Periode 2004-
20014 vang juga salah satu pimpinan Komisi B | mengeluhkan kualitas
naskah akademik vang sering disusun “asal jadi”

“Kerhamg-Eelung (oavkoly ckendemikd Bk prsfesioanad, koo
Korefargr prrwfengonied. Foagreendnigy i) s ik Posaer ajn
alvbwns B Randereene SAEY e memmifsasealin Beskon ameam i

Tk Mosa: ¥urhlis dlsls Pembesiukan Persturan Deerah Ko Hurabava  [2]

ar.c.l.fl.:.-f.- ihacenik csel-avalan. Kadatgy kaveng dit efar deaaiing
Racheig .. wey pokokirve aval miememhy KVt ks sk
ekl Thpi kiver kvisisi figa semua i, "'

Kelemahan beberapa naskah akademik vang diajukan sebagai
bagian dari penyusunan Raperda pada periode 2009-2014 terjotak
pada minimnya kajian empiris. Padahal berdasarkan Pasal 20 Avar
{2) Permendagri No. | Tahun 2014 sebuah naskah akademik da];un
Bab IT bukan hanyva memuat Kajian teoretis tetapi juga kajian praktik
empiris. Namun beberapa naskah akademik yang ada di periode
2009-2014 justru lebih banyak ferfokus pada kajian teorctis yang
hahkan tidak mendalam, Sehagai contoh Naskah Akademik Raperda
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Hersama, Naskah
akademik ini hanya terdini dari 27 halaman dengan kajian empiris
yang sangat minim, yaitu hanya terdiri dari tiga paragraf!”?

Minimnya kajian empiris juga dapat dilihat pada Naskah
Akademik Raperda tlentang lzin Pemakaian Rumah Milik atay
Dhkuasa Pemerintah Kota Sursbaya, Naskah akademik vang terdin
dari 44 (empat puluh empt) halaman ini hanya mcnguraikan kajian
empiris sebanvak satw halaman, Jumiah Yang sangal minim ;pika
dibandingkan dengan wraian Kajian teorctis sebanvak lima belas
halaman, ™ Padahal adanya kajian empiris tersebut dapa memaparkan
kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada. sera
permasalahan yang dihadapi masyarakat Dengan demikian menjadi

Jelas latar belakang dibutuhkannya pembentukan sebuah Perds oleh
masvarakat,

Kelemahan lain terkait naskah akademik adalah mininya
pemaparan pada Bab V yang memuat substansi Jangkauan, arah
pengaturan dan ruang fingkup materi muatan Perda, Bab W
seharusnya mengurasikan ruang lingkup materi muatan, rumusan
sasaran yang akan diwojudkan, serta arah dan Jangkawn pengaturan.
Uk tersebul didasarkan pida ulasan vang telah dikemikakan
thitbivnn bl sebelumnya, Namun ursian Bah v pada beberapa naskah

ke didan periode 200023019 justrg el menomodkan uriin
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materi muatan secara singkat."” Hal ini menimbutkan kesulitun dalam
memahami ratie legis dari sehuah Perda secara komprehensif.

Penyusunan naskah akademik tanpa kedalaman  substansi
tersebut lebih disebabkan kekeliruan paradigma datam Permendagn
Mo, 1 Tahun 2014 ketika menempatkan naskah akademik pada tahap
penyusunan Perda, Idealnya dalam tahapan perencanaan Perda,
sebuah Perda dapat dimasukkan dalam Prolepda karena didasarkan
pada kajian yang menunjukkan bahwa Perda tersebut dibutuhkan
dan kapan tersebut berupa naskah akademik. Namun berdasarkan
Permendagn No. | Tahun 2014 naskah akademik bukan menjadi
bagian dari tshap perencanasn melainkan tahap penyusunan.

Hal tersehut berbeda dengan posisi naskah akademik pada
tahap pembentukan undang-undang. Berdasarkan Peraturan Presiden
Momor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Limclang-
Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, naskah akademik justru menjadi bagian pada
tahap perencanaan, Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang
(RULT) yang dimasukkan dalam Prolegnas secara prosedural telah
didasarkan pada kajian dalam naskah akademik.

B.6. Faktor-faktor Non-yundis  yang mempengambi  Proses

Pembentukan Perda Kota Surabaya Periode 2009 - 2014

Faktor-faktor nop-vuridis turat berpengaruh dalam  proses
pembentukan Perda Kota Surabaya selama periode 2009-2014,
Pengaruh faktor non-yuridis fersebut lehih banvak pada tahapan
pembahasan Raperda. Dinamika selama proses pembahasan dapat
disebabkan oleh benturan kepentingan-kepentingan non-yvuridis.,

Pengalaman  DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014
menunjukkan beragamnya faktor non-yuridis yang dapat melancarkan
atay justru menghambat proses pembahasan Raperda.  Beherapa
faktor non-yuridis tersebut antara lain dapat cilihut paacda pembuhisan

Raperdi berikut

1.

N
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Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Raperda ini akhirnya disshkan dan  diundangkan menjadi
Peraturan Daecrah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penpelolaan Barmng Milik Daerah. Raperda ini disusun dengan
latar belakang barang milik dacrah sebagai salah saty wnsur penting
dalam .;H:n.',.'i'lunggnruan pemerintahan dan pembangunan dacrah
untuk ity barang milik dacrah perlu dikelola secara terntib aga.;
dapat dimanfsatkan secara optimal dalam rangka mendukung
penvelenggarsan pemerintzhan daerah.

lsu pengelolaan barang milik daerah yang paling mengemuka
ﬂaiam pembahasan Raperda ini terkait dengan status tanab “sural
10", Nomenklatur “surat ijo” sehenarnya hanya dikenal di Surabaya
Nomenklatur resmi dari “surat ijo” sehenamya adalah Tzin l"cmakaiar;
Tanah.

Izin Pemakaian Tanah tersebut dapat didefinisikan sehagai izin
yang diberikan walikota atau pejabm vang ditunjok untuk memakas
tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau huk-hak atas
tanah lainnya sehapaimana digtur dalam Undang-Undang Nomor §
Tabun 19640 tentary Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Latar
belakang munculnya “surat o™ tersebut adalah buruknya sdministrasi
Pemerintah Kota Surabaya di masa laly,
| Menurut 5L, salah scorang anggota DPRD Kota Surahava vane
tidak lagi menjadi anggota DPRD Kota Surabaya di pe:im;L-E 2;.}[-1:

2018, kedudukan Pemerintah K armya
ota Surabayas sebem 1
dalam isu “surat ijo”. e

..lfl!’-l'l.fm'ﬂ tanal-tunah kosong tersebut kan tidok diketahn
pentiliknye, Ovang-orang datang bertanva ke Pemeriniah Kota
Meveks (Pemerintah Kota) ridak eok, langsung safa Kain ..'J'r;
fanah penteringah. Diberikan “surat jfo", ditartk furan. Daerak
lusin thadak ada “surat-suval o sepevti itn, Padabal f fan':
webenar fuge ddak by b fanak siage ™ i s

Pemdapat serupa juga dikemukakan olch B vang di periode
§
JOLA- 2009 terpilily kembaly sebagai angpoda DPRD Kota Surabayva
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Dia berpendapat balwa semua bentuk aktivitas yvang menyangkut
tanah di Indonesia tunduk dan patub pada Undang-Undang Nmm..'ﬂ'
5 tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
dan peraturan  pelaksanaannya. Terhadap polemik tanah dengan
“egyral ijo™ di Kota Surabaya, dia herpendapat bahwa k::duniulcan.
Pemerintah Kota Surabaya lemah karena tidak didukung d.ﬂ'ngun.l‘l-ukh
kepemilikan yang kuat serta sccara det facto sudah lama dikuasa oleh
' i
wrglu“sural ijo" menjadi sukar untuk diselesaikan karcn.:n hesarnya
jumlah pemegang “surat 1jo” tersebut, D aisi bain, Pe.m:r.m.tnh B-’.c@
Surabaya keberatan untuk melepaskan tansh yang d1!-1l:1|m_ sehagai
barang milik daerah tersebut. Walaupun secura de jure, tidak ada
dokumen hukum yvang mampu menguatkan klaim tersebut. |
Hesamya jumlah pemegang  “surat e’ pada akhirnya
menvebabkan isu “sural fo” rentan untuk dipolitisit. Pemilihan
Wa!i-kn:a Surabaya Tahun 201 5 menunjukkan bahwa pemegang “surat
ijo” dijadikan isu politik calon walikola tertentt untuk mn.:mennngkan
kontestasi, Walaupun padn kenyataannya, isu lerﬁuhutr tickak marmpu
mendongkrak peralehan suara calon. Isu “sural ijo” dianggap teralu
tersegmentasi sehingga tidak menjadi su komunal penduduk Kota

Surabaya.

“enral o jike difandingkan demgan :,I'ernfﬂr.lr
;;.{:;":r}fm:irdmﬁrk h-i-m,r:rr? Aprakiah .Tr'}.[!:li_'l'll-lﬁ'.ﬂ?f:" .?ﬂ:n_-l.-c:ru
fidak, Kalau &ite fhat perseharan panegang .mr;..u..l ifi ;Jq_u.u
heeva pade wilapal fertent, Jodi kala wau t.l'grﬂﬁi-'.hi'll'.l .l.'-[;:
untik demghrak siara va susale Kelau .h-rmm’.fwr avik 1 ::r
pembatiasan (Raperda), ini karena pemiol Sichak - miene lepa.
Kalau kami ssaneva jika bise dilepiskan -:'-fn:ngmrr-'m? mrengganti
vt lebride heik, Asel fomgan pakal harge pasan Pusfauy:u:;,lungarr
..\'L'?JTJ{}:EI: Jerfudi Serugian negara. Bisa keni sen Sanfi

Pengalaman pembahasan Raperda ini menunjukkan bahwa 150
populis dipandang mampu mengangkat elektabiliies dilim kontestass

prlitk. O3l karena itu. s terschut jiks diangkat dalam pembalinsn

Baperda pethi ustuk ipreliban selvaginn o ying bk bt dinkiam
i i

C kondeks tark menat ik antara eksekoul dim legrinluinl

[
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Baik eksekutif” maupun legislatit” menyadan lemahnva pihak
Pemerintah Kota Surabava maupun pemegang “sural jjo”, Namun
adanya kekhawatiran pelepasan tanah “surat ijo™ tersebut dianggeap
kerugian keuangan negara membuat kedua pibak lebih berhati-hati,
Pada akhirnya Raperda tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Ases
Pemerintah Kota Surabaya { Perda No, & Tahun 201 4), Pada akhimya
berdasarkan Perda No, 6 Tahun 2014 pelepasan tanah {“surat ijo")
dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan para pihak.
Prinsip saling menguntungkan tersebut ditunjukkan dengan adanya
pembayaran kompensasi dari pihak pemesang “surat ijo”™.

Raperda APBD

Raperda APBD merupakan Raperda yang rutin dibahas setiap
tahun, Raperds APBD sering mengalami pembahasan yang alot
karena tank menartk kepentingan legislatif dan eksekutit. Salah satu
nomenklaur anggaran yang menjadi perhatian dalam pembahasan
Raperda ini adalah alokasi dana hibah bagi anggota DPRD atay juga
dikenal sebapgai hibah Jasmas (penjaringan aspirasi masyarakat).
Dana hibah rersebul dialokasikan secara merata bagi setiap anggota
DPRD Kota Surabaya yang dapat dicairkan berdasarkan proposal
yang masuk Kepada anggota DPRD Kota Surabaya

Permasalaban vang kerap disjukan dalam pembabasan Raperda
APBED adalah tidak mntasnya proses pencairan dana Jasmas yang
telah  diajukan melalui  proposal. Lambatnya proses pemcainmn
tersebut mengakibatkan anggota DPRD merasa dirugikan karena
kehilangan kepercayaan dari konstituen. Sebagaimana disampaikan
RP, " _wakiu reses bertemu konstituen untuk menertima keluhan
warga terkait pelayanan yvang harus dibenahi oleh Pembkot Surabaya.
Kalau proposal tahun sebelumnya saja betum disetujui Pemkot, saya
itz pems ™

Lrannie Tubah vang sebenamya rawan juga menjadi penmasalahiagn
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menjadi permosalahan karepa adanva anggaran hibah bhagi sekolah-
sekolah swasta vang sebenarnya mampu secard finansial. Anggiaran
pendidikan di tahun anggaran 2012 dipermasalahkan DPRD Surabava
karena terdapat dana sebesar Rp 271 miliar vang dinlokasikan untuk
dana hibah bagi sekolah swasta tanpa melalur lelang ™

Permasalahan hibah dalam pembahasan Raperda APBD
menunjukkan politik anggaran sangat mewamnai proscs legislasi,
Pihak eksekutif maupun legislatif berupava saling memberikan
pengaruhnya kepada masyarakat melalui dana-dana hibah. Bagi
angpota DPRED. dana Jasmas dapal menjadi  instrumen  antuk
memperkuat basis di konstituen. Bagi eksekutif, dana hibah dapa
digunakan untuk memperkuat kepercayvaan tncumbert di masvarakat.

B.7. Pengaturan  Prosedur  Pembentukan  Perda  untuk

menyeimbangkan Pengarub Fakior Yuridis dan Non-yunidis

Pengaturan prosedur  pembentukan  Perda  perlu - disusun
sedemikian rupa agar faktor non-yuridis tidak mendominasi. Dominasi
fakior non-yuridis terutama terlibat pada proses pembahasan Raperda
antara Pemeriniah Kofa Surabava dengan DPRD Kota Surabaya,
Mekanisme pembabasan membuka kemunekinan masuknya rumusain-
rumusan normi baru yvang jauh berbeda dari rumusan norma vang
telah disusun schelumnya. Kuatnya faktor non-yuridis hanya dapat
diseimbangkan dengan faktor yundis melalun mekanisme review
sebelum persetujuan hersama antara Pemerintah Kota Surabaya dan
DPRD Kota Surabaya,

Ketika UU No, 32 Tahun 2004 mazih berlaku, secara normasif
peraturan daerah wajib dizsampaikan kepada permenniah pusat paling
lambat tujuh hari setelah ditetapkan. jika peraturan daerah tersebut
lernyvata bertentangan dengan kepentingan wimm dans/alau peraturan

perundung-undangan  vang lebih tingg maka  peraturan  dacrah
terschut dibatalkan oleh pemerintah pusst dengan peraturan presiden.

Mumun pada praktknya, pembatalan justro dilskokan oleh Menten
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Dalam Negeri. Padahal Jka merujuk pada Pasal 185, Pasal 186
dan Pasal 189 UU N, 32 Tahun 2004, maka Menteri Dalam N:ger;
hanya berwenang untuk membatalkan peraturan daerah provinsi yang
mengatur tentang A PBD, pajak, retribusi, dan tais ruang jika rancangan
p!e.mrumn daerah yang telah dikembalikan untuk diperbaiki tetap
djpaksak:.m penetapannys menjadi peraturan daerah oleh gubernur,
Tfm'" saja dengan demikian pembatalan peraturan dacrah yang
dilakukan oleh Menteri Dalam MNegeri selama berlakinva UL No. 32
Tahun 2004 merupakan penyalahgunaan wewenang hu;'u.lasmmn L;U
:Hi:u. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UL No. 30
lahumn 2001 4),%

Pengawasan  internal yang dilakukan pemerintah pausal
berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dibedakan menjadi dua bentuk.
Bentuk pertama  adalsh pengawasan  yang dilakukan  sesudah
peraturan daersh disahkan melalui Klarifikasi. Klarifikasi adalah
pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah dan peraiuran
kepali daerah untuk mengetzhui apakah bertentangan tolok ukur
fﬂalum UL Na. 32 Tahun 2004 atay tidak. Bentuk pengawasan ini
Juga biasa disebut dengan pengawasan represif, Bentuk Kedua adalah
pc.nguwas.m vang dilakukan sebelum peraturan daerah ditetapkan,
vaitu ketika masih dalam bentuk fancangan peraturan dacrah vang
telah disetujui bersama oleh kepala daerah dan DPRD. F"emur{ntah
pusal kemudian melakukan evaluas) lerhadap rancangan peraturan
daerah tersebut untuk mengetahui apakah rancangan peraturan daerah
terscbut bertentangan dengan kepentingan umum dan‘atau peraturan
perundang-undangan yang lehil tinggi. Jika pengawasan represif
dilakukan terhadap seluruh peraturan daerah, maka pe:ugawas;m
preventif dilakukan hanya pada empat jenis peraturan daerah, yaity
peraturan dacrah vang mengatur tenlang APBD/perubahan APRD
pajak dacrah, retribusi daerah, dan Pencana tata ruang, 1

Pengawasan represif dan preventf juga dikenal dalam UL No.

. T YT e [ T P — —_—
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Pasal 249 — 252 UU No. 23 Tahun 2014, Perbedaan pengawasan
represif dalam UL No. 23 Tahun 2014 dibanding dalam UL No, 32
Tahun 2004 sdalah adanya sanksi. Sanksi tersebut ditujukan unouk
penvelenggari pemerintahan daerah yang masih memberlakukan
peraturan dacrah yang dibatalkan oleh menteri atau oleh gubemur.
Jenis sanksi yang pertama adalah sankst administratil berupa fidek
dibayarkannya  hal-hal kevangan  yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan selama tiga bulan. Jenis sanksi yang
kedua adalah sanksi penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah,
Dengan adanya sanksi ini maka akan berdampak pada penundaan
pengawasan preventif Peraturan Dxerah. Lalu bagaimana pengawasin
preventif Peraturan Daeral berdasarkan UL Mo, 23 Tahun 20147
Pengawasan preventil tersebut diatur dalam Pasal 245 ULl No.
23 Tahun 2014, Pengawasan preventif tersebut ditujukan kepada
rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJIPTY, RPIMD,
APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APRD,
pajak daersh, retribusi dacrah dan tata noang dacrah. Rancangan
peraturan dacrah provinsi dievaluasi oleh menter sehelum ditetapkan
oleh gubernur, sedangkan rancangin peraturan daerah kabupaten/
kota dievaluasi pubemur sebagal wakil pemerintah pusat gebelum
ditetapkan oleh  bupati'walikota. Menteri  yang  mengevaluasi
rancangan peraturan daerah provingi fenfang pajak daerah dan
setribusi daerah berkoordinasi dengan menteri bidang keuangan
sedangkan untuk Tancangan peraturan daerah bidung tata ruang
berkoordinasi dengan menleri yang menyelenggarskan urusan tata
ruang, Begitu pula yang dilakukan oleh gubernur ketika mengevaluasi
rancangan peraturan dacrah kabupaten/koia tentang pajak daerah,
retribusi dacrah, dan tata neang berkoordinasi dengan MENTert Urisan
dalam negeri untuk kemudian menteri tersebat berkoordinasi dengan
menteri bidang chonomi maupan bidang 1ata noang.
Penpawnsan tethadap peraturan daerah tentang pagak daerah

din retribasi daerale berdasarkan LI Mo, 2 Tabun 2000 bl
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preventil. Oleh karena itu, seharusnva tidak ada peraturan daerah
tentang pajak daerah dan‘atau retribwsi yang sempat diberlak ukan"i;m
substansinya bermasalah, Namun ketentuan Pasal 252 Ayal {5) JlILJ
Mo 23 Tahun 2014 menviratkan bahwa terbuka kem ungkinan .l;t:bu.ail
Peraturan Dacrah tentang pajok daersh danatau retribusi daerah
su.:mrmt diberlakukan. Berdasarkan ketentusn dalam pasal tersebut
dinyatakan bahwa pemerintah duerah yvang masih memberlakukan
pul:mturnn dacrah tentang pajak doerah danatan retribusi docrah wang
dibatalkan menteri atau gubernur akan dikenai sanksi penundaan at:
pematongan Dana Alokasi Umum (DALY dan‘atan Dana Bagi Ha *»:iT
(DB, Ketentuan terkait sanksi tersehit ditempatkan dalsm Pas:a.r

252 I;.r.",mg. khusus mengatur pengawasan represit. Hal ini tentu sajs

menimbulkian ambiguitas pengawasan lerhadap peraturan daur.:h

tentang pajak daerah danfatau retribusi daerah.

-Kr_'ll::nluﬂl'l pengawasan peraturan dagrah tentang pajak daerah
dan-'tﬂmu retnibusi daersh dalam UL No, 23 Tahun.ini# dengan
demikian meniadakan ketentuan yang sama dalam Umhﬂ.ng-Und;m
Nomor 28 Tahun 2009 fentang Pajak Daersh dan Retribusi Dill.'lﬂfl
(UL No. 28 Tahun 2009). Hal im ditegaskan dalam Pasal 409 hurul
:_LII; No. 28 Tahun 2009 yang menvatakan bahwa Pasal 157 Pasal
‘l:uH Avat (2) sampai dengan Ayat (9) dan Pasal 159 UL ‘:Jn 24
Tahun 2009 dicabut dan dinvatakan tidak berkaky lagi, Pca:u:.ah;:[;n
ketentuan dalam DU No. 28 Tahun 2000 tersebul untuk mengégah
adanya mmpang tindih pengaturan pengawasan Peraturan Daerah
dalam persturan perundang-undangan. ‘

Berdasarkin pengawasan represif, peraturan  dacrah vang
dievaluasi dan dibatalkan dengan keputusan menteri nantin i
harus ditindaklanjuti melalui pencabulan peraturan dacrak Lerurb:;
Pencabutan peraturan daerah tersebut juga dilakukan dengan s;:hua!;
peraturan daeeah, Oleh karena itu pencabulan peratursn dacrah
lersebul tudak dapat hanya ditakukan oleh kepala dacrab melainkan

brevals s i A
werslanarkan persetupuan bersims sntam kepala dacrh dan DPRD

e
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Mekanisme tersebut - menunjukkan fase uniuk nmn_iugﬂ_.
idealnya substansi dan bentuk Raperda dapat dilaksanakan mu:ia!m.
pengawasan preventif, Pengawasan preventif tersebat dalam konteks
Perda Kota Surabaya dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur sehelum
Perda diundangkan. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa
mekanisme pEngawasan preventif hanya dimgukon pada Raperda
yang mengatur enlang RPIPD. RPIMD, APBD, perubahan AFBD:
pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD, pajak daerah, retribusi
daerah dan tata ruoang dacrih.

Keoterbatasan muang lingkup pengawasan preventil }cm:hut
scharusnya diperluas. Sistem kontrol untuk smknmlsz.uu Perda
sehaiknya dilakukan pada semud substansi atan mater .muauu:-
Tentunya sistem tersebut tidak memungkinkan jika han*_f.fa dilakukan
oleh kapasitas aparatur yang ada saal im. Oleh ir:umm: it pFrlmLsan
pengawasan preventil lepechut harus dibarengi pula peningkatan
kapasitas aparatur,

. Penutup

Berdasarkan pembahasan schelumnya dapat diaimpu!.kan hahwa
proses pembahasan Raperda di DPRD Kota Surabaya Penode l{H}‘l
(114 turut dipengarubi oleh fakior non-yundis. Faklor nﬂn-;..rl.m:hs.
tersebut dipengarubi oleh kepentingan perebutan hasis pengarubh di
masvarakat, T sisi legislator, ada kepentingan unfuk mi:m].mm_l,un
bass:-: konstituen  secara  berkelanjutan. Di sisi eksekunl, ada
kepentingan untuk membangun kepercaynan masyarakat "'.Hhﬂd.ap
pemerintah. Kepentingan tersebut saling bertemu dalam dinamika
pembaliasan Raperda yang berkaitan dengan APBD. Tf:mu:.m dalan'f
penelitian ini menunjukkan bahwa natur produk ]eg,ml?m E.thﬂgal
produk politik sukar untuk  dihilangkan. Produk legisiasi nknr!
menjadi produk hukum yang sarat dengan politik mengakomadas
kepentingan legistatil, ek sekutil, maupun pihak ket

Fakpar kan-Yundis dolam Pembenrukan Peramsman Daerab Kot Sorabava 1 3]
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